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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga 

SHQXOLVDQ�EXNX�´*UDWLILNDVL�7LQGDN�3LGDQD�.RUXSVL ataukah 

3HQJJHODSDQµ� GDSDW� GLVHOHVDLNDQ� GHQJDQ� EDLN� GDQ� WHSDW�

waktu. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis 

untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang 

telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa 

hadir di hadapan pembaca. 

Adapun buku ini terdiri dari 7 bab, yaitu bab 1 tentang 

ruang lingkup tindak pidana korupsi, bab 2 tentang jenis-jenis 

tindak pidana korupsi, bab 3 tentang pembentukan lembaga 

pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana 

korupsi, bab 4 tentang hukum pidana korupsi dan 

perkembangan kejahatan, bab 5 tentang gratifikasi dalam 

tindak pidana korupsi di indonesia, bab 6 tentang penyuapan 

dalam bingkai gratifikasi sebagi bentuk tindak pidana 

korupsi, bab 7 tentang mengukur kriteria gratifikasi sebagai 

tindak pidana korupsi. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik 

dan saran pembaca demi kesempurnaan buku ini 

kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, 

mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca. 
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BAB  
1 

 

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

 Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa 

Latin corruptio atau corruptus yang itu berasal pula dari 

kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa 

Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, 

corruption, corrupt, Perancis, corruption, dan Belanda, 

corruptie (korruptie). Dengan demikian, dapat disimpulkan 

EDKZD�NDWD�́ NRUXSVLµ�GDODP�EDKDVD�,QGRQesia berasal dari 

bahasa Belanda.1 

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:55 

Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, 

kebejatan, dan ketidak jujuran.  

1. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, 

penerimaan uang sogok, dan sebagainya.  

2. Dapat pula berupa:  

a. Korup (busuk; suka menerima uang suap 

uang/sogok; memakai kekuasaan untuk 

kepentingan sendiri dan sebagainya);  

b. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan 

uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);  

c. Koruptor (orang yang korupsi).  

 

1  Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan 
Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4. 
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Dalam Kamus Hukum Inggris-Indonesia yang 

dikarang oleh S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminta, SAM. 

Gaastra, JC. Tan (Mich), arti istilah corrupt ialah busuk, 

buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya, dapat 

disuap, suka disogok. Corruption, artinya korupsi, 

kebusukan, penyuapan. 

Jika kata perbuatan korupsi dianalisis maka dalam 

kalimat tersebut terkandung makna tentang suatu usaha 

untuk menggerakkan orang lain agar supaya melakukan 

sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan 

(serta akibat yang berupa sesuatu kejadian). Dalam 

perbuatan penyuapan tersebut mungkin terdapat unsur 

memberi janji yang dalam perkataan lain sering disebut 

´GHQJDQ� PHQMDQMLNDQ� VHVXDWXµ�� VHSHUWL� \DQJ� WHUPXDW�

GDODP�3DVDO�����.8+3��\DQJ�EHUEXQ\L�´GLDQFDP�GHQJDQ�

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau 

GHQGD�SDOLQJ�EDQ\DN�WLJD�UDWXV�MXWD�UXSLDK�� ���NDOL�µ� 

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang 

busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi 

memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena 

korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan 

yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur 

pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan 

karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta 

penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan 

di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara 

harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya 

istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:  

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang 

negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk 

kepentingan pribadi atau orang lain.  
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A. Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara 

Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari 

uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah 

uang milik negara yang diambil oleh para koruptor yang 

digunakan secara pribadi ataupun bersamasama, maka 

uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus 

dikembalikan lagi kepada negara.Agar negara tidak 

mengalami kerugian, maka negara harus melakukan 

pengambilan uang yang diambil oleh para koruptor ke kas 

negara.Dalam melakukan pengambilan kembali kerugian 

negara yang hilang, negara sudah mempunyai instansi 

yang bertugas melakukan hal tersebut yakni instansi 

Kejaksaan.Berdasarkan kewenangan kejaksaan dalam 

melakukan penyidikan, pengembalian kerugian keuangan 

negara sering dilakukan oleh para tersangka tindak pidana 

korupsi pada tahap penyidikan, dan terdakwa tindak 

pidana korupsi sering melakukan hal tersebut supaya 

putusan pengadilan dapat berubah atau dapat 

meringankan dan atau paling diharapkan yaitu putusan 

bebas dari segala tuntutan hukum. 

 Pada ProsesPenyidikan yang paling sulit dan 

menemui banyak kendala yaitu dalam mengumpulkan 

alat bukti, tidak terkecuali dalam tindak pidana korupsi. 

Alat bukti ini kadangkala telah disamarkan atau 

JENIS-JENIS TINDAK 
PIDANA KORUPSI 
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dihilangkan oleh tersangka yang membuat penyidik susah 

untuk melakukan penyidikan tersebut. Pengaturan 

mengenai alat bukti sebagaimana diketahui bahwa alat 

bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk, serta Keterangan 

terdakwa. Alat bukti seperti keterangan saksi dan 

keterangan terdakwa dapat digunakan oleh penyidik 

dalam menentukan unsur melawan hukum dalam tindak 

pidana korupsi.  

Membicarakan tentang penyidikan tindak pidana 

korupsi, tentunya tidak terlepasdari penganalisisan 

terhadap karekteristik 2 (dua) variable yang terkait, yaitu 

karekteristik atau GLPHQVL�GDUL�´REMHN atau sasaran yang 

GLWXMXµ� �\DLWX� NRUXSVL�� GDQ karekterisWLN� GDUL� ´DODW� DWDX�

sarana yang diJXQDNDQµ� �\DLWX� SHUDQJNDW� KXNXP 

pidana). 37  Karekteristik dan dimensi kejahatan korupsi 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut:38 

1. Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas 

masalah, antara lain masalahmoral/sikap mental, 

masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan 

sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan 

kesenjangan sosial-ekonomi, masalahstruktur/sistem 

ekonomi, maslah sistem/budaya politik, masalah 

mekanismepembangunan dan lemahnya 

birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem 

pengawasan) dibidang keuangan dan pelayanan 

publik. Jadi, kuasa dan kondisi yang bersifat 

krimonogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas 

(multidimensi), yaitu bisa di bidang moral, sosial, 

 

37  Barda Namawi Arief, Makalah pada Seminar ´3HQDQJJXODQJDQ�WLQGDN�
pidana korupsi di Era peningkatan 6XSUHPDVL�+XNXP´ disampaikan di 
Hotel Gracia Semarang, tanggal 01 Nopember 2001. 

38  Ibid 
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A. Sejarah Pembentukan Lembaga Pemberantasan Korupsi 

Sejarah pembentukan Lembaga/Tim 

Pemberantasan Korupsi sesungguhnya sudah dimulai 

sejak tahun 1960 hingga saat ini. Lembaga atau tim yang 

pernah dibentuk dalam pemberantasan korupsi, sebagai 

berikut: 

1. 3DGD�PDVD�RUGH�ODPD��´2SHUDVL�%XGKLµ� 

Munculnya Perppu tentang pengusutan, 

penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. 

Perpu itu lalu dikukuhkan menjadi UU No.24/1960. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melancarkan 

´2SHUDVL� %XGKLµ�� NKXVXVQ\D untuk mengusut 

karyawan-karyawan ABRI yang dinilai tidak becus. 

Waktu itu perusahaan-perusahaan Belanda diambil-

alih dan dijadikan BUMN, dipimpin oleh para perwira 

71,�� ´2SHUDVL� %XGKLµ� DQWDUD� ODLQ� PHQJXVXW� 0D\RU 

Suhardiman (kini Mayjen TNI Pur) meskipun akhirnya 

dibebaskan dari dakwaan. 

2. Pada Masa Orde Baru 

a. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK)) Pada akhir 1967 

Presiden Soeharto membentuk Tim Pemberantasan 

Korupsi (TPK) dengan Kepres No. 228/1967 tanggal 

2 Desember 1967 dan dasar hukumnya masih tetap 

PEMBENTUKAN LEMBAGA 
PEMBERANTASAN DAN 

PENEGAKAN HUKUM 
TINDAK PIDANA KORUPSI 
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UU 24/1960. Para anggota tim ini merangkap 

jabatan lain seperti Jaksa Agung, Kapolri, Menteri 

Kehakiman, dan Panglima ABRI. Hasil kerja tim ad-

hoc ini kemudian berhasil menyeret 9 orang yang 

GLLQGLNDVLNDQ�´NRUXSWRUµ� 

b. Komisi empat Presiden Soeharto juga membentuk 

Komisi Empat pada Januari 1970, untuk memberikan 

´SHQLODLDQ� RE\HNWLIµ� WHUKDGDS� ODQJNDK� \DQJ� WHODK 

diambil pemerintah, dan memberikan 

´SHUWLPEDQJDQ�PHQJHQDL�ODQJNDK yang lebih efektif 

XQWXN� PHPEHUDQWDV� NRUXSVLµ�� 0DQWDQ� Wakil 

Presiden M. Hatta diangkat sebagai penasihat 

Komisi Empat. Anggotaanggotanya adalah mantan 

perdana menteri Wilopo, I.J.Kasimo, Prof. Johannes 

dan Anwar Tjokroaminoto dan Kepala BAKIN 

Mayjen Sutopo Yuwono menjadi sekretaris. Selama 

periode 1970-1977 hanya satu pejabat tinggi yang 

dipenjara karena korupsi, yaitu Deputi Kapolri 

Letjen Pol Siswadji (1977, divonis 8 tahun). Pegawai 

negeri yang diganjar hukuman paling berat adalah 

Kepala Depot Logistik Kaltim Budiadji, yang divonis 

penjara seumur hidup (grasi Presiden 

menguranginya menjadi 20 tahun). Koruptor itu 

menilep uang negara Rp. 7,6 milyar ³ jumlah yang 

kala itu menggemparkan. Selebihnya yang dihukum 

adalah para koruptor lapis kedua dan rendahan 

bahkan sedikit sekali pelaku tindak pidana korupsi 

yang diajukan di pengadilan. Banyak kasus yang 

dipetieskan atau tidak diketahui kelanjutannya 

secara jelas. 

c. Komisi Anti Korupsi (KAK) Selain Komisi Empat, 

dimasa pemerintahan orde baru juga pernah berdiri 

Komisi Anti Korupsi (KAK) pada tahun 1970. 
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A. Ruang Lingkup Kajian Hukum Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana  

Istilah pada hukum pidana ini mulai digunakan 

pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa 

%HODQGD� GDUL� NDWD� ´strafrechtµ�� DWDX� ´strafµ� \DQJ�

GLWHUMHPDKNDQ� GHQJDQ� NDWD� ´SLGDQDµ�� \DQJ� DUWLQ\D�

´KXNXPDQµ��VHGDQJNDQ�´rechtµ�GLWHUMHPDKNDQ�GHQJDQ�

NDWD� ´KXNXPµ�� GDQ� SDGD� GDVDUQ\D� LGHQWLN� GHQJDQ�

SHUNDWDDQ�´iusµ�GDODP�EDKDVD�URPDZL�51 

3HQ\HEXWDQ� NDWD� ´UHFKWµ� WHUVHEXW� PHPSXQ\DL�

dua arti, yakni recht dalam arti objektif jika 

diterjemahkan dalam bahasa indonesia menjadi 

´KXNXPµ, sedangkan recht dalam arti subjektif 

GLWHUMHPDKNDQ� GHQJDQ� ´KDNµ� PDND� GHPLNLDQ� SXOD�

GHQJDQ�´strafrechtµ��KXNXP�SLGDQD��GDODP�DUWL�VXEMHNWLI�

LDODK� ´KDN� QHJDUD� XQWXN�PHPLGDQD� WDX�PHQMDWXKNDQ�

pidana (pemidanaan) apabila larangan atau keharusan 

untuk bertingkDK�ODNX�GLODQJJDUµ��VHGDQJNDQ�Strafrecht 

�KXNXP� SLGDQD�� GDODP� DUWL� REMHNWLI� DGDODK� ´VHJDOD�

larangan (verboden) dan keharusan (geboden) apabila 

dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain 

 

51 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2016. Hukum pidana. Malang.setera 
Press   
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hal tersebut hukum pidana dalam arti obejektif ini juga 

mengatur syarat-syarat kapan pidana itu dapat 

GLMDWXKNDQµ�52 

 

2. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana  

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah 

kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat 

berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). 

Membicarakan kesalahan berarti membicarakan 

pertanggungjawaban pidana merupakan dasar 

fundamental hukum pidana sehingga kesalahan 

menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. 

Hal ini menunjukkan bahwa dasar 

dipertanggungjawabannya perbuatan seseorang, 

doletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada 

terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya 

jika terbukti unsur-unsur pidana maka terbukti pula 

kesalahnnya dan dengan sendirinya dipidana. Ini 

berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkankepada 

unsur-unsur tindak pidana.53 

 

3. Pengertian Pemidanaan  

Pemidanaan didalam hukum di Indonesia adalah 

suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau 

hukuman pada seseorang yang telah melakukan tindak 

pidana maupun pelanggaran. Pemidanaan merupakan 

kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof 

Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar 

´KXNXPµ�� VHKLQJJD� GDSDW� GLDUWLNDQ� VHEDJDL�

 

52  B. Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta 1992, 
Hlm.20-21   

53  E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidanadi Indonesia dan 
Penerapannya, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1982, hlm.161   
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A. Pengertian Gratifikasi 

 Istilah Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda 

´gratikatieµ�yang diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi 

´JUDWLILFDWLRQµ \DQJ�DUWLQ\D�´SHPEHULDQ�VHVXDWX�KDGLDKµ. 

BlackÔs Law Dictionary memberikan pengertian gratifikasi 

atau Gratification DGDODK�VHEDJDL�´a voluntarily given reward 

RU� UHFRPSHQVH� IRU�D� VHUYLFH�RU�EHQHILWµ�yang dapat diartikan 

VHEDJDL� ´VHEXDK� SHPEHULDQ� \DQJ� GLEerikan atas 

GLSHUROHKQ\D� VXDWX� EDQWXDQ� DWDX� NHXQWXQJDQµ��

7HUNDGDQJ� VDQJDW� VXOLW� GLEHGDNDQ� DQWDUD� ´KDGLDK� (gift)µ 

GHQJDQ�´VXDS�(bribe)µ�ketika berhadapan dengan pejabat. 

 Dari penjabaran di atas, jelas gratifikasi berbeda 

dengan hadiah dan sedekah. Hadiah dan sedekah tidak 

terkait dengan kepentingan untuk memperoleh keputusan 

tertentu, tetapi motifnya lebih didasarkan pada keikhlasan 

semata. Gratifikasi jelas akan mempengaruhi integritas, 

independensi dan objektivitasnya keputusan yang akan 

diambil seorang pejabat/penyelenggara negara terhadap 

sebuah hal. Didalam Pasal 12 B ayat (1) No. 31 Tahun 1999 

jo UU. No. 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang 

GLPDNVXG�GHQJDQ� ´JUDWLILNDVLµ� DGDODK� SHPEHULDQ� GDODP�

arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat 

(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, 

GRATIFIKASI DALAM 
TINDAK PIDANA 

KORUPSI 
DI INDONESIA 
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fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-

cuma, dan fasilitas lainnya. 

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam 

negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 

elektronik. Pemikiran untuk menjaga kredibilitas seorang 

penyelenggara negara inilah yang menjadi landasan 

gratifikasi masuk dalam kategori delik suap dan diancam 

dengan sanksi pidana didalam ketentuan Pasal 12 B ayat 

(1) dan (2) UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1) 

´6HWLDS� JUDWLILNDVL� NHSDGD� SHJDZDL� QHJHUL� DWDX�

penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila 

berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan 

dHQJDQ�NHZDMLEDQ�DWDX�WXJDVQ\Dµ�GHQJDQ�NHWHQWXDQ�� 

1. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut 

bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima 

gratifikasi; 

2. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh 

juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut 

suap dilakukan oleh penuntut umum. Pidana bagi 

pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

Untuk memahami pasal suap tentunya harus 

memahami pasal gratifikasi memahami Pasal suap. 

Berikut kerangka peraturan perundang-undangan tindak 

pidana korupsi suap dan gratifikasi. Suap dan gratifikasi 
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BAB  
6 

 

A. Penyuapan dan Gratifikasi 

Sudah bukan rahasia lagi bila ingin pelayanan yang 

diberikan berjalan lancar dan sesuai keinginan, harus 

adanya suatu pelicin ataupun uang jasa. Jarang sekali 

tanpa adanya pelicin ataupun uang jasa ini, pelayanan 

akan berjalan dengan lancar atau sesuai keinginan. Pada 

tahun 2427 SM-347 SM, Plato mempunyai suatu gagasan 

\DLWX�´3DUD�SHOD\DQ�EDQJVD�KDUXV�PHPEHULNDQ�SHOD\DQDQ�

mereka tanpa menerima hadiah-hadiah. Mereka yang 

membangkang, kalau terbukti bersalah, dibunuh tanpa 

XSDFDUDµ� Gagasan dari Plato ini berarti pelayan 

masyarakat harus melayani masyarakat dengan baik tanpa 

harus menerima hadiah-hadiah apapun untuk melakukan 

itu.73 

Berdasarkan penjelasan pasal 12 B UU no. 31 th.1999 

jo UU no.20 tahun. 2001, gratifikasi adalah pemberian 

dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat 

(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, 

fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-

cuma dan fasilitas lainnya. Tidak semua gratifikasi 

dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. KUHP sendiri 

membedakan antara 2 (dua) kelompok tindak pidana 

 

73 Komisi Pemberantas Korupsi,2012, Mengenali & Memberantas Korupsi, 
Jakarta,hlm.21 

PENYUAPAN DALAM 
BINGKAI GRATIFIKASI 

SEBAGI BENTUK TINDAK 
PIDANA KORUPSI 
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suap, yaitu tindak  pidana memberi suap dan tindak 

pidana menerima suap.74 

Kelompok tindak pidana memberi suap subyek 

hukumnya adalah pemberi suap. Sedangkan tindak 

pidana penerima suap subyek hukumnya adalah pelayan 

masyarakat ataupun pejabat negara yang menerima suap 

Salah satu contoh kasus yang diduga menerima gratifikasi 

suap terhadap pejabat negara adalah terjadi pada kasus 

Gubernur Jakarta sewaktu itu, yaitu Jokowidodo. 

Penyitaan bass yang diberikan oleh personil Metallica 

milik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi yang diduga merupakan praktek 

gratifikasi. 

 

B. Gratifikasi yang Dapat Tergolong Tindak Pidana 

Korupsi Suap 

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 

memang belum jelas pemisahan antara perbuatan pidana 

gratifikasi dan perbuatan pidana suap. Hal tersebut 

berbeda dengan pengaturan di Amerika yang mana antara 

suap dan gratifikasi yang dilarang dibedakan. 

Perbedaannya adalah jika dalam gratifikasi yang dilarang, 

pemberi gratifikasi memiliki maksud bahwa pemberian itu 

sebagai penghargaan atas dilakukannya suatu tindakan 

resmi, sedangkan dalam suap pemberi memilik maksud 

(sedikit banyak) untuk mempengaruhi suatu tindakan 

resmi. 

  

 

74  S.H. Alatas,1987, Korupsi, Sifat Sebab dan Fungsi, LP3ES, Jakarta, 
hlm.178 
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A. Korupsi dalam Bingkai Gratifikasi 

Gratifikasi dalam bahasa latin ´JUDWµ� berarti rasa 

syukur ataupun bisa berarti menyejahterakan jiwa. Jika 

diserap dalam bahasa inggris grat ada beberapa 

wujud/bentuk kata yaitu congratulate, gratify, gratitude, dan 

gratuity. Kita coba ambil kata gratify yaQJ�EHUDUWL�́ PHPEHUL�

NHEDKDJLDDQ� �NHSXDVDQ�� DWDX� PHPXDVNDQµ� 84  Ada pula 

kata congratulate EHUDUWL�́ PHQJXFDSNDQ�VHODPDWµ��Dan kata 

itu biasanya di-Indonesia dipakai sebagai ucapan selamat 

kepada seseorang yang merayakan sesuatu seperti baru 

lulus sekolah, naik pangkat, menang lomba, dan yang 

lainnya. Sementara grateful ¶EHUWHULPD�NDVLKµ�GLOD\DQJNDQ�

seseorang yang merasa berutang budi kepada orang lain. 

Dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia Echols-Shadily, 

YHUED� LWX� GLDUWLNDQ� ´PHPEHUL� NHEDKDJLDDQ�NHSXDVDQµ��

´PHPXDVNDQµ�� 'DUL� gratify ini maka muncullah kata 

gratification \DQJ�EHUDUWL�´NHSXDVDQµ��GDQ�´NHJHPELUDDQµ��

Kata gratification inilah yang kemudian diserap dalam 

EDKDVD� ,QGRQHVLD� PHQMDGL� NDWD� ´JUDWLILNDVLµ�� 'DODP�

Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka Edisi Ketiga, 

NDWD� ´JUDWLILNDVLµ� GLMHODVNDQ� GDODP� DUWL� WXQJJDO�� \DLWX�

 

84 John M. Echols, Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, PT Gramedia 
Jakarta, Jakarta, 2005, hal. 278   
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´XDQJ� KDGLDK� NHSDGD� SHJDZDL� GLOXDU� JDML� \DQJ� WHODK�

ditentukan.85 

Jika kita telusuri dari Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, tidak akan kita temukan yang namanya 

gratifikasi ini, kita hanya bisa menemukannya dalam 

undang-undang sesudahnya yaitu dalam pasal 12B ayat 

(1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, 

dalam pasal tersebut juga tidak secara jelas menyebutkan 

definisi gratifikasi secara pasti, namun gatifikasi diberi 

pengertian dalam penjelasan atas pasal tersebut, yang 

PHQ\HEXWNDQ� EDKZD� JUDWLILNDVL� LWX� \DLWX�� ´SHPEHULDQ�

dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, 

rabat(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 

pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi 

tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun diluar 

negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana 

elektronik atau tanpa sarana elektronik.  

Setelah kita menyimak beberapa definisi/pengertian 

serta istilah-istilah dari gratifikasi, selanjutnya akan 

dibahas mengenai klasifikasi dari gratifikasi berikut ini: 

 

B. Gratifikasi Ilegal  

Dalam pasal 12 B ayat (1) Undang-undang No. 20 

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 

31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

.RUXSVL�� PHQJDWDNDQ� EDKZD�� ´6HWLDS� JUDWLILNDVL� NHSDGD�

pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap 

 

85  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 
Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 371   
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